
1 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Desa merupakan hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok 

manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu suatu wujud 

atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur 

fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi 

antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan desa-desa lain. 

Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai permukiman 

manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata 

pencaharian dengan bertani dan nelayan. Di desa terdapat unsur-unsur 

pendukung keberadaan desa salah satunya adalah masyarakat. 

Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang bertempat tinggal di 

wilayah tertentu.  

Desa membentuk lembaga kemasyarakatan desa, seperti rukun 

tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, 

dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan 

bertugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam 

memberdayakan masyarakat Desa. Lembaga Kemasyarakatan  Desa 

berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dalam 

pembangunan, pemerintahan  kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang 

mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat 

masyarakat serta menciptakan akses agar masnyarakat lebih berperan 

aktif dalam kegiatan pembangunan.
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Rukun l Tetangga merupakan l lembaga kemasyarakatan  l desa 

sebagai l wadahl partisipasi l lmasyarakat, pelaksanaan  l danl pegawasan l 

lpembangunan, serta l meningkatkanl pelayanan l masyarakatl l Desa. Peranl 

dan l Fungsi l Rukun l Tetangga l diaturl dalam l Pasall 7 Permendagril l No 18l 

Tahun l 2018l  yang l menyatakan l bahwa l tugasl Rukun l Tentangga l adalah l 

membantul Kepala l Desa l dalam bidang l pelayanan l lpemerintahan, 

membantul Kepala l Desa l dalam l menyediakanl data kependudukanl dan 

perizinanl dan melaksanakanl tugas lain yangl diberikan olehl Kepala 

lDesa.
2
 

Peraturanl pemberdayaan masyarakat l sebagaimana diaturl dalam 

pasall 7 tentangl fungsi Rukun l Tetangga,  dalaml Ketentuan lundang-

undangl No. 9l tahun 2015 l Tentang pemerintahanl daerah, yangl 

menjelaskan “pemberianl otonomi yangl luas kepadal daerah diarahkanl 

untuk mempercepatl terwujudnya kesejahteraanl masyarakat melaluil 

peningkatan lpelayanan, pemberdayaan danl peran sertal masyarakat”.
3
 

Pengurusl lembaga kemasyarakatan l desa dalaml Pasal 7 l 

menyebutkanl bahwa l ketual Rukun l Tetangga l bertugas l sebagail l berikut : 

1. Membantul kepala l desa l dalam l bidangl pelayanan l 

pemerintahanl 

2. Membantul kepala l desal dalam l menyediakanl data l 

kependudukanl dan l perizinanl 

3. Melaksanakanl tugasl lain yangl diberikan olehl kepala ldesa. 

Berdasarkanl pada pasall diatas menyebutkanl bahwa tugasl yang 

dijalankanl oleh seorangl ketua RTl adalah membantul kepala desal sebagai 

penyambungl lidah kepadal masyarakat ataul warganya. Menjadil seorang 

ketual atau pemimpinl tidak terlepasl daripada lperan, fungsi sertal tugas 
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danl tanggung jawab yangl harus dijalanl sesuai dengan l aturan yangl 

tertulis maupunl tidak ltertulis.  

Pemimpinl adalah orangl yang menjalankanl tugas dan l tanggung 

jawabl untuk memimpinl dan bisal mempengaruhil orang yang l 

dipimpinnya. Ada l juga yangl mengatakan bahwal pemimpin adalahl 

seorang pribadil yang memilikil kecakapan danl kelebihan, khususnya l 

kecakapan kelebihanl di suatul bidang sehinggal mampu mempengaruhil 

orang lainl untuk bersama-samal melakukan aktivitasl tertentu, demil 

pencapaian.4 

Menurutl l Rivai, ciri-ciri l l pemimpin l yangl baik l menurutl Islam l 

adalahl seorang l pemimpin l setia, memiliki  l tujuan, berpegang l pada 

syariat l dan akhlak l Islam, menjalankanl amanah dengan l baik, tidakl 

sombong, memiliki l niat yangl tulus.
5
 Menjadil pemimpin yangl baik 

tidaklahl mudah, denganl memiliki l ciri-ciril pemimpin l yangl baik l 

diharapkanl pemimpin l dapatl menjadi l panutanl bagi l masyarakat maupunl 

sekelompok orangl yang ldipimpinnya. 

Masyarakatl telah memberikanl haknya kepadal pemimpin melaluil 

baiat yang l artinya l kewajiban l besarl menanti l tugasl seorang l pemimpinl l 

Islam. Hall ini l diperjelasl dalam l firmanl Allah l dalaml Qs. An-Nisa l 4:59  

ۖۡ فإَنِ  رِ مِنكُمأ مأ
َ وْلِِ ٱلۡأ

ُ
ْ ٱلرذسُولَ وَأ طِيعُوا

َ
َ وَأ ْ ٱللَّذ طِيعُوا

َ
ْ أ ِينَ ءَامَنُوٓا هَا ٱلَّذ يُّ

َ
أ يََٰٓ

مِ  ِ وَٱلرذسُولِ إنِ كُنتُمأ تؤُأ وهُ إلََِ ٱللَّذ ءٖ فرَُدُّ تُمأ فِِ شََأ َوأمِ ٱلۡأٓخِرِِۚ تنَََٰزعَأ ِ وَٱلۡأ نُونَ بٱِللَّذ
ويِلًا  

أ
سَنُ تأَ حأ

َ
ٞ وَأ َٰلكَِ خَيۡأ  ذَ

 “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang 
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kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda 

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-

Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah 

dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan 

lebih baik akibatnya.” (Qs. An-Nisa 4:59) 

Berdasarkanl surat dil atas menunjukkanl bahwa wajibl bagi suatul 

masyarakat menaati l pemimpinnya.  Adapunl tujuan kepemimpinanl dalam 

Islaml adalah “iqomatudl din wal siyasatud dunyal bihi” yaitul menegakkan 

agamal dan mengaturl urusan dunial dengan lagama. Menegakkan agama l 

(iqomatud din) menjadil dua lbentuk, yang pertamal adalah menjagal 

agama (hifzudl din) danl yang kedual adalah menjalankanll  agamal 

(tanfiizuhu). Sedangkan bentukl penjagaan terhadapl islam adalah 

menjagal orisinallitas ajaran islam l dari lpenyelewengan.  

Tugasl dan fungsi l kepemimpinan ketual RT merupakanl amanat 

yangl diberikan masyarakatl dalam  membantul pembangunan 

lpemerintahan. Didalam Islaml seorang pemimpinl wajib menjagal dan 

melaksanakanl amanat yangl diembankan lkepadanya. Hal inil dipertegas 

dalaml hadist berikutl ini.  

ثَ نَا شُعْبَةُ عَنْ فُ رَاتٍ الْقَزَّازِ عَنْ أَبِ  دُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّ ثَ نَا مَُُمَّ ارٍ حَدَّ دُ بْنُ بَشَّ ثَ نَا مَُُمَّ حَازمٍِ  حَدَّ

ثُ عَنْ النَّبِِّ صَلَّى اللَّ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  قاَلَ قاَعَدْتُ أبَاَ هُرَيْ رَةَ خََْسَ سِنِيَن فَسَمِعْتُهُ يَُُدِّ

وَسَتَكُونُ كَانَتْ بَ نُو إِسْرَائيِلَ تَسُوسُهُمْ الْْنَبِْيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبٌِّ خَلَفَهُ نَبٌِّ وَإِنَّهُ لَ نَبَِّ بَ عْدِي 

لِ  لِ فاَلَْْوَّ عَةِ الَْْوَّ وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فإَِنَّ اللَّهَ سَائلُِهُمْ خُلَفَاءُ تَكْثُ رُ قاَلُوا فَمَا تأَْمُرنُاَ قاَلَ فُوا ببَِ ي ْ

ث َ  ثَ نَا أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَ رَّادٍ الَْْشْعَريُِّ قاَلََ حَدَّ ا اسْتَ رْعَاهُمْ حَدَّ نَا عَبْدُ عَمَّ

سْنَادِ مِثْ لَهاللَّهِ بْنُ إِدْريِسَ عَنْ الَْْسَنِ بْنِ فُ رَاتٍ عَنْ أبَيِهِ بَِ   ذَا الِْْ
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”Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin 

Basyar] telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ja'far] 

telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Furat Al 

Qazzaz] dari [Abu Hazim] dia berkata, "Saya pernah duduk 

(menjadi murid) [Abu Hurairah] selama lima tahun, saya pernah 

mendengar dia menceritakan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam, beliau bersabda: "Dahulu Bani Israil selalu dipimpin 

oleh para Nabi, setiap Nabi meninggal maka akan digantikan 

oleh Nabi yang lain sesudahnya. Dan sungguh, tidak akan ada 

Nabi lagi setelahku, namun yang ada adalah para khalifah 

(kepala pemerintahan) yang merekan akan banyak berbuat 

dosa." Para sahabat bertanya, "Apa yang anda perintahkan 

untuk kami jika itu terjadi?" beliau menjawab: "Tepatilah baiat 

yang pertama, kemudian yang sesudah itu. Dan penuhilah hak 

mereka, kerana Allah akan meminta pertanggung jawaban 

mereka tentang pemerintahan mereka." Dan telah menceritakan 

kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] dan [Abdullah bin 

Barrad Al Asy'ari] keduanya berkata; telah menceritakan kepada 

kami [Abdullah bin Idris] dari [Al Hasan bin Furrat] dari 

[ayahnya] dengan isnad seperti ini.6 

Ketua l RT dalam l fiqh siyasah l juga dapat l disebut sebagai l 

imamah dan l khalifah. Istilah l imamah lebih l banyak digunakan l oleh 

kalangan l syi’ah, sedangkan l khalifah l lebihl populer l penggunaanya l dalam 

l masyarakatl l sunni.
7
 Kata imaml sering dikaitkanl dengan lshalat, oleh 

karenal itu didalaml kepustakaan Islaml dibedakan antaral imam yangl 
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berkedudukan sebagail kepada negaral (al-Imamahl kubra) danl imam 

dalaml mengimami shalatl (al-Imamah lshurga).
8
  

Ketual Rukun Tetangga l merupakan seseorangl yang dipilihl oleh 

masyarakatl yang telahl memenuhi ketentuanl persyaratan yangl ditentukan 

olehl Undang-Undangl dan merupakanl sosok yangl cakap, disukail 

masyarakat danl mampu menyelesaikanl persoalan-persoalanl sosial dil 

masyarakat. Mulail dari pertengkaranl antar lwarga, kenakalan lremaja, 

keamanan llingkungan, gotongl royong, batasl tanah, kependudukanl 

hingga persoalanl ketidakadilanl pemberian bantuan kepada l masyarakat. 

Seorangl ketua RTl mempunyai peranl yang sangatl penting dalaml 

upaya penyelenggaraanl pemerintahan danl pembangunan wilayah l sebab 

ketual RT adalah orangl yang langsungl berhadapan denganl masyarakat 

danl yang melihatl kondisi riill di lmasyarakat, menjadi  l mulutl dan l telingal 

pemerintah l  yangl memiliki l fungsi l sebagai l penyampail l peraturan-

peraturanl l pemerintah l ldesa, daerah maupunl l nasional danl l sebagai 

penerimal l aspirasi pertamal l masyarakat, berada ditengah l l konflik 

masyarakatl l sehingga ketual l RT lahl l yang lebihl l memahamil terhadap l 

segalal permasalahan l yangl terjadi l di masyarakat. 

Masyarakatl sebagai objekl daripada pemerintahl pusat sampai l 

pada daerah, memiliki l hak yangl harus diberikanl oleh pemerintahl daerah 

sebagai warga negara. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan 

oleh seseorang daril sejak lahir, denganl mengacu padal kehidupan 

bermasyakatl dan menjalankanl sila ke llima “Keadilan Sosial l Bagi 

Seluruhl Rakyat Indonesia” merupakan amanah l penting yangl harus 

dijalankanl oleh setiapl pemimpin baikl dari tataran pusatl maupun tataranl 

bawah.  
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Pendataanl kependudukan dilakukanl pemerintah desal secara 

berkalal agar  tidakl adanya ketimpanganl sosial yangl terjadi 

ldimasyarakat, adanya l pemimpinl atau ketual RT padal masing-masingl 

wilayah adalahl bentuk daripadal pengakomodiranl dari pemerintahl pusat 

kepadal masyarakat denganl jangkauan lterdekat. Namun tidakl pernah 

luputl dari lpermasalahan, berbagai upaya l kesejateraan danl pemerataan 

dilakukanl pemerintah salahl satunya adalahl Pemerintah daerahl (Pemda) 

kebijakanl sesuai denganl kapasitas danl dampak dil daerahnya lmasing-

masing. Khususnya l untuk desa, pemerintahl menyiapkan serupal dengan 

bantuanl sosial (bansos) l berupa tambahanl dana bagi l 5,8 jutal keluarga 

miskinl atau yangl tidak mampul yang tinggal l di desal yang tidak 

menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

Danal yang dikeluarkanl sekitar 25%l sampai l30% dari Danal Desa.
9
 

Sebeluml diberikan bantuanl pemerintah melakukanl upaya 

pendataanl atau sensusl penduduk, hall ini yangl terkadang membuatl 

permasalahan padal penyaluran bantuanl sosial. Salah satul contoh wilayah l 

yang mengalamil permasalahan inil adalah Desal Tanjung lAnom Kec. 

Maukl Kab.Tangerang. Dalaml hal inil peran danl fungsi RTl sangat 

dibutuhkanl sebagai jembatanl terdekat denganl masyarakat, namunl 

terkadang pendataanl hanya dilakukanl secara acakl karena ketidakmauanl 

ketua  RTl untuk terjunl dan mengetahuil kondisi sosiall warganya sendiril 

yang mengakibatkanl ketua RTl lebih mendahulukanl sanak saudaral 

terdekat dibandingkanl melihat statusl ekonomi sosiall warganya. Ada l 

beberapa wargal di desal tanjung anoml yang tidakl mendapatkan bantuanl 

apapun karenal keengganan ketual RT mencaril tahu danl mendekatkan diril 

sebagai seorangl pemimpin kepadal warganya hall ini membuat 
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ketimpanganl sosial dil desa ini cukup rentanl terjadi apalagil di waktu-

waktul adanya bantuanl sosial yangl turunl.  

Ketual RT memangl tidak mendapatkanl gaji tetapl seperti paral 

pegawai pemerintahl yang lainl dalam menjalankanl tugas-tugasnya,  ketual 

RT hanyal mendapatkan insentifl yang diberikanl oleh ldesa. Tetapi hall ini 

tidakl menutup kemungkinanl untuk tetapl bertanggung jawabl dalam 

menjalankanl peran danl fungsinya sebagai ketua  l RT yang l sudah 

tercantum dalam  l Permendagri l No 18 Tahun l 2018. l  

Berdasarkan uaraian diatas maka penulis tertarik untuk  l 

membahas mengenai  l peran dan fungsi l ketua l RT. Oleh karenal itu 

penulisl akan melakukanl penelitianl dengan l ljudul “Implementasi Pasal 7 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 tentang 

Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Peran 

Dan Fungsi Kepemimpinan Rukun Tetangga) RT Di Desa Tanjung 

Anom Kecamatan Mauk.” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkanl latar l belakangl masalah yangl telah l diuraikanl di l 

latas, maka l penelitil merumuskan l masalahl sebagai l l lberikut : 

1. Bagaimanal Implementasi l Peranl dan fungsi l Kepemimpinan Rukunl 

Tetangga (RT) l di Desa l Tanjung Anom l Kecamatan lMauk ? 

2. Bagaimanal tinjauan fiqhl siyasah terhadapl Peran danl Fungsi 

Kepemimpinanl Rukun Tetangga l (RT) di lDesa Tanjungl Anom 

Kecamatanl lMauk ? 

C. Batasan Masalahl  

Permendagril No 18 Tahun l 2018 berisikanl tentang Lembaga l 

Kemasyarakatan Desa l Dan Lembagal Adat lDesa. Oleh karenal itu padal 

penelitian inil peneliti membatasi l hanya membahasl mengenai perananl 

dan fungsi l Rukun Tetangga l (RT). 
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D. Tujuan l Penelitian  

Berdasarkanl rumusan l masalahl yang l telahl diuraikan l 

sebelumnya l maka l tujuanl penelitian l inil l adalah : 

1. Peran dan Fungsi Kepemimpinan (Rukun Tetangga) RT di Desa 

Tanjung Anom Kecamatan Mauk 

2. Mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap Peran dan Fungsi 

Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) di Desa Tanjung Anom 

Kecamatan Mauk. 

E. Kegunaan penelitianl  

1. Kegunaanl teoritis  

a. Menambahl pengetahuan untukl dipergunakan dalaml penulisan 

bidangl keilmuan hukuml terutama tentangl peran danl fungsi RT l 

berdasarkan Permendagril No 18l Tahun l2018. 

2. Kegunaanl praktis 

a. Penelitianl ini diharapkanl bisal menjadi stimulusl bagi penelitianl 

selanjutnya. Sehingga l proses pengkajianll secara mendalamll akan 

terusll berlangsung dan ll memperoleh hasill yang maksimall 

b. Penelitianl ini diharapkanl mampu memberikanl informasi 

mengenail peranan danl fungsi jabatanl ketua RTl dalam 

pembangunanl Desa.  

F. Penelitianl Terdahulu Yang Relevan  

1. Skripsi  

Penelitian Marjuki Rahman 2019 dalam judul “Tinjauan 

Tentang Fungsi Rukun Tetangga (RT) Dalam Pembangunan Menurut 

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan Desadan Kelurahan Provinsi Jawa Timur (Studi 

Kasus di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)”Hasil l 



penelitiannyall adalahl Fungsil rukunl tetangga l (RT) dalaml 

pembangunanl Menurutl Peraturanl Gubernurl Jawal Timurl Nomorl 51l 

Tahunl 2015l tentangl Pedomanl Pelaksanaanl Tatal Kelolal danl 

Pemberdayaanl Lembaga l Kemasyarakatanl  Desa l danl Kelurahanl 

Provinsi l Jawa l Timurl di l Desa l Sidorejol Kecamatanl Ponggok l 

Kabupatenl Blitar ldilaksanakanl dengan l :a) Menjaga l lkerukunan, 

ketentramanl danl ketertibanl wargal melaluil sosialisasil lpembangunan, 

b) Mengkoordinir l warga l dalaml merencanakanl danl mengelolal 

pembangunanl secaral swadaya l melaluil pemetaanl lsosial,c) 

Membantul pelayananl warga l dalaml urusanl kependudukanl danl 

lkemasyarakatan, d) lPenghubung/penyalurl informasil warga l denganl 

pemerintahl ldesa/kelurahan, e) Menangani l masalah-masalahl 

kemasyarakatan yangl dihadapi lwarga. Faktor l pendukung dan l 

penghambat fungsil rukun tetanggal (RT) dalaml pembangunan dil 

Desa Sidorejol Kecamatan Ponggok l Kabupaten Blitarl lyaitu: a) 

Faktorl pendukungl fungsi l rukunl tetangga l (RT) dalaml pembangunanl 

lyaitu: Budaya l disiplinl waktul yaitul ketual RTl mengharuskan l pada l 

anggotal untukl menghadiril acaral rutinanl sesuail denganl jadwall yangl 

telahl lditentukan, Adanya l perencanaanl yangl matangl dapatl dijadikanl 

solusil masalahl faktorl penghambatl anggaranl ldesa, sebeluml jelasl 

janganl dulul ldirealisasikan. b) lFaktor penghambatl fungsi l rukun 

tetanggal (RT) l dalaml pembangunan l lyaitu: Partisipasil anggotal rapat l 

yangl masih l lkurang, Minimnya l dana l yangl dikelolal olehl pemerintahl 

Desal mengakibatkanl pembangunanl ditidak dapatl tercapai 

sebagaimanal diharapkan olehl masyarakat. Fungsi l rukun tetangga l 

(RT) dalaml pembangunan menurutl Fiqih Siyasahl di Desal Sidorejo 

Kecamatanl Ponggok Kabupatenl Blitar yaitul sudah berjalanl sesuai 

denganl fiqh siyasah yangl mencakup konsepl tauhid, lrububiyyah, 
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khilafah danl ltazkiyah. Namun dalam l segil tazkiyah l beluml sesuai l 

denganl fiqih l siyasahl karenal berdasarkanl hasil l penelitianl diketahuil 

partisipasil anggotal rapatl yangl masihl kurangl dan minimnya l 

anggaranl daril lpemerintah. Persamaanl penelitian inil dengan 

penelitianl terdahulu adalahl pada menelitil fungsi Rukun l Tetangga l 

(RT).
10

 

2. Jurnall  

Mikell Homes (2016) l “Implementasil Undang-Undang Nomor l 

6 Tahunl 2014 Tentangl Desa (studil kasus desal Tanjung kencamatanl 

koto kamparl Hulu)”. Metodel yang l digunakanl dalam l penelitianl ini l 

adalahl metode l kualitatifl yaitu l penulisl berusaha l menggambarkanl l 

kondisi, situasil yang l timbull pada l objekl sehingga l dapatl diperoleh l 

sebuahl kesimpulan l jelasl mengenai l penelitianl yang l dimaksud l yaitu l 

Implementasil l Undang-Undangl Nomorl 6 Tahunl 2014 Tentangl Desa 

dil desa Tanjungl kencamatan kotol kampar lHulu. Hasil penelitianl 

Implementasi lUndang-Undangl Nomor 6l Tahun 2014l Tentang Desa l 

di desal Tanjung kencamatanl koto kamparl Hulu beluml dilaksanakan 

denganl baik. Hal l ini dapatl dilihat daril sasaran peraturanl dinilai 

beluml tercapai karenal masyarakat masihl belum merasal puas dengan l 

peningkatan kualitasl kehidupan masayarakatl desa. pengembanganl 

kehidupan ldemokrasi; mengembangkan pemberdayaan l masyakarat 

ldesa. perbedaan padal penelitian inil dengan penelitianl terdahulu 

adalahl pada penelitianl ini lebihl menekankan pelaksanaanl peraturan 

Menteril Dalam Negeril No 18l Tahun 2018 l tentang Lembaga l 

Kemasyarakat Desal dan Lembagal Adat Desal terkait peranl dan 

                                                             
10

 Marjuki Rahman 2019 Tinjauan Tentang Fungsi Rukun Tetangga (RT) Dalam 

Pembangunan Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 Tentang 

Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 
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fungsi l Rukun Tetangga l (RT) sedangkanl penelitian terdahulul 

membahas implementasil Undang-Undangl No. 6l Tahun l2014. 

Persamaan padal penelitian inil dengan penelitianl terdahulu adalahl 

sama-samal meneliti tentangl implementasi lperundang-undangan
11

. 

3. Annisa l Fadilah (2016) l “Implementasi Peraturan Desa Nomor 2 

Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan 

Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik di Desa 

Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung”. Pada 

penelitian ini ada hal melatar belakangi penerapan Peraturan Desa 

Nomor 2 Tahun 2013 bisa dilihat dari dua faktor, yaitu;  

a) Faktor yuridis; yaitu keharusan pemerintah Desa dalam mengurus 

pemerintahannya berdasarkan hukum ataupun peraturan 

perundang-undangan, dan  

b) Faktor Sosiologis; yaitu keharusan Pemerintah Desa untuk 

mendorong masyarakatnya lebih meningkatkan kualitas tarap 

sosial hidupnya. Tingkat Pendidikan Ketua RW dan RT 

merupakan hal yang penting dan berpengaruh dalam pelayanan 

publik yang diantaranya; tertib administrasi, terlayani pelayanan 

dan terpenuhinya kebutuhan terhadap masyarakat.   

Tinjauan Siyasah Dusturiyah l tidak mewajibkanl seorang pemimpinl 

memiliki tarapl pendidikan ltinggi, akan tetapil berbaikatan denganl 

tarap pengalamanl dan kecerdasanl seseorang dalaml memimpin. 

Dalaml artian orangl yang lberpendidikan, dan pendidikanl tersebut 

tentunya l harus berimplikasil pada kinerjal dan orangl yang tidakl 
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berpendidikan akanl tetapi berpengalamannya l harus berindikasil pada 

lkinerja.
12

 

G. Kerangka Pemikiran 

Rukun Tetangga merupakanl lembaga kemasyarakatanl desa 

sebagail wadah partisipasil masyarakat, pelaksanaanl dan pegawasanl 

lpembangunan, serta meningkatkan l pelayanan masyarakat l Desa. 

Peranl dan Fungsi l Rukun Tetangga l diatur dalaml Pasal 7l Permendagri 

Nol 18 Tahunl 2018  yangl menyatakan bahwal tugas Rukun l 

Tentangga adalahl membantu Kepalal Desa dalaml bidang pelayanan l 

pemerintahan, membantul Kepala Desal dalam menyediakanl data 

kependudukanl dan perizinanl dan melaksanakanl tugas lainl yang 

diberikanl oleh Kepalal Desa.
13

 

Implementasil peraturan dapatl dikatakan suatul proses yangl 

dinamis, dimanal pelaksana peraturanl melakukan suatul aktivitas ataul 

kegiatan, sehingga l pada akhirnya l akan mendapatkanl suatu hasill 

yang sesuai l dengan tujuanl atau sasaranl peraturan itul sendiri. 

Keberhasilanl suatu implementasil dapat diukurl atau dilihatl dari 

prosesl atau pencapaianl tujuan hasill akhir l (output), yaitu tercapail 

atau tidaknya l tujuan-tujuanl yang ingin l diraih. 

Kepemimpinanl dalaml Islam adalahl “iqomatud dinl wa 

siyasatudl dunya lbihi” yaitu menegakkanl agama danl mengatur 

urusanl dunia denganl agama. Menegakkanl agama (iqomatudl din) 

menjadi dual bentuk, yangl pertamal adalah menjagal agama (hifzudl 

din) danl yang kedual adalah menjalankanl  agamal (tanfiizuhu). 
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Sedangkanl bentuk penjagaanl terhadap Islaml adalah menjaga l 

orisinallitas ajaranl islam daril penyelewengan.  

H. Metodel Penelitian  

Metodel penelitian adalahl cara melakukanl sesuatu dengan l 

melakukan pikiranl dengan secaral seksama untukl menapai suatul tujuan 

denganl cara lmencari, mencatat, merumuskan l dan menganalisisl sampai 

menyusun l laporan.
14

 Dalaml penelitian inil menggunakan jenisl penelitian 

lempiris, dalam hal l ini penulisl menggunakan beberapal cara penelitianl 

yang sesuai l dalam metodel penelitian inil yang digunakan l untuk 

memperolehl hasil yangl maksimal, antaral lain sebagail berikut : 

1. Jenisl Penelitian  

Jenisl penelitian yangl akanl digunakan olehl penulis adalahl 

penelitian yuridisl empiris. Penelitianl yuridis empirisl yang 

dimaksudkanl kata lainl yang merupakanl jenis penelitianl hukum 

sosiologisl dan dapatl disebutkan denganl penelitian secaral lapangan, 

yangl mengkaji ketentuanl hukum yangl berlaku sertal yang telahl 

terjadi dil dalam kehidupanl lmasyarakat.
15

 Atau denganl kata lainl 

yaitu suatul penelitian yangl dilakukan terhadapl keadaan sebenarnya l 

atau keadaanl nyata yangl telah terjadil di masyarakatl dimaksud 

denganl mengetahui danl menemukan lfakta-faktal dan datal yang 

ldibutuhkan.
16

  

Peraturanl yang mengaturl tentang Peranl dan fungsi l ketua RTl 

Sebagai pemimpinl di masyarakat yang telah di atur dalam l 

Permendagri No.18l Tahun 2018l  mengenai lembaga l kemasyarakatan 

desal dan lembagal adat ldesa. Dalam aturanl tersebut padal pasal  7l 

terdapat pembahasanl mengenai peranl dan fungsi l ketua RTl yang 
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merupakanl amanat yangl diberikan masyarakatl dalam membantul 

pembangunan pemerintahl salah satunya l pada penentasanl kemiskinan 

melaluil program bantuanl sosial untuk lmasyarakat.  

Akan tetapi Ada beberapa warga di Desa Tanjung Anom yang 

tidak mendapatkan bantuan apapun karena keengganan ketua RT 

mencari tahu dan mendekatkan diri sebagai seorang pemimpin 

kepada warganya hal ini membuat ketimpangan sosial di desa ini 

cukup rentan. pendataan atau sensus yang dilakukan  ketua  RT 

sebagai data pemenerima bantuan yang kurang maksimal sehingga 

ketidakmerataanpun terjadi bahkan ketua RT lebih mendahulukan 

sanak saudara terdekat dibandingkan melihat status ekonomi sosial 

warganya. 

2. Jenisl Data  

Pengumpulanl data merupakanl tindakan awall yang dilakukan l 

sebelum melakukanl analisis lebihl jauh. Penelitil banyak menggalil 

data-datal kepustakaan ataul literatur-literaturl buku yangl berkaitan 

dalaml penulisan skripsil ini. Jenisl data yangl dimaksud dikategorikanl 

dalam dual jenis sumberl data, lyaitu
17

 :  

a. Datal Primer  

Datal primer adalahl datal yang diperolehl langsung di l 

lapangan. Datal primer dalaml penulisan inil diperoleh daril 

pengamatan ataul wawancara terhadapl responden dil Kantor Desa l 

Tanjung lAnom, Kecamatan lMauk, Kabupatenl Tangerang. Yang l 

dicari adalahl data tugasl dan fungsi l RT dil Desa Tanjungl Anom. 

lSK. Perdes menyangkut l tugas danl fungsi aparaturl desa. Hasill 

                                                             
17

 Sarjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta :Rajawali pers, 2006), 

h. 11.  



data primerl dapat berupal informasi, lpendapat dan hasill 

pengamatan.  

b. Datal Sekunder 

Datal sekunder merupakan data pendukungl yang diperoleh l 

dari berbagail sumber lterkait. Dalam penelitian hukum jenis data 

sekunder dibagi dalam dua bahan hukum sebagai berikut : 

1) Bahan Hukum Primer meliputi Peraturan Desa, Peraturan 

Menteri, Peraturan Bupati, Undang-Undang.  

2) Bahan Hukum Sekunder meliputi buku-buku, Artikel, Jurnal, 

Hasil penelitian, tulisan ilmiah dan lain sebagainnya yang 

relevan dengan permasalahan mengenai peran dan fungsi 

kepemimpinan Rukun Tetangga. 

3. Teknisl Pengumpulan Datal 

Merupakanl teknik ataul cara-caral yang dapatl digunakan 

perisetl untuk mengumpulkanl data. Adapunl teknik pengambilanl data 

menggunakan l studi lkepustakaan. Berarti penelitil melakukan 

pencarianl dan pengambilanl segala informasil yang sifatnya l teks 

menjelaskanl dan menguraikanl mengenai hubungannya l dengan arahl 

penelitian.  

a. Studil Pustaka  

Penelitil melakukan pencarianl dan pengambilanl segala 

informasil yang sifatnya l teks menjelaskanl dan menguraikanl 

mengenai hubungannya l dengan arahl penelitian terkaitl tugas danl 

fungsi lRT.  

b. Wawancaral  

Wawancaral yaitu teknikl pengumpulan datal dengan 

melakukanl Tanya jawabl antara pewawancaral (interviewer) yangl 

mengajukan lpertanyaan, dan yangl diwawancarai (interviewee) l 
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yang memberikanl jawaban atas pertanyaan tersebut.
18

 Pertanyaan 

kepada pemerintah desa terutama l tingkat RTl dan lRW. 

Wawancara dilakukanl kepada lRT-RT dil Desa Tanjungl Anom, 

Kecamatan lMauk, Kabupaten Tangerangl sejumlah 24l RT. 

c. Pengamatan Lapangan (Observasi) l  

Observasi l adalah teknikl pengumpulan datal dengan 

melakukanl pengamatan meliputi l kegiatan pemusatanl perhatian 

terhadapl suatu objekl dengan menggunakanl seluruh alatl indera 

jadil mengobservasi dapatl dilakukan melalui l panca lindera.
19

 

Untuk memperolehl dan mempermudah pengambilan l sejumlah 

data yangl berhubungan dengan l masalah yangl diteliti melaluil 

pendekatan danl pengamatan langsungl pada warga l Desa Tanjungl 

Anom Kecamatanl Mauk.  

4. Teknik sampling  

Sampling dalam penelitian empiris diartikan sebagai proses 

pemilihan atau penentuan sampel (contoh). Secara konvensional 

konsep sampel menunjuk pada bagian dari populasi. Akan tetapi, 

dalam penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk menggambarkan 

karakterristik populasi atau menarik generalisasi kesimpulan yang 

berlaku bagi suatu populasi, melainkan lebih berfokus kepada 

refresentasi terhadap fenomena social. Data atau informasi harus 

ditelusuri seluas-luasnya sesaui dengan keadaan yang ada. Hanya 

dengan demikian, penelitian mampu mendeskripsikan fenomena yang 

teliti secara utuh.
20

  

                                                             
18

 Sarjono soekanto, penelitian Hukum Normatif, (Jakarta : Rajawali Pers, 2006), 11.  
19

 Sarjono soekanto, penelitian Hukum Normatif, (Jakarta : Rajawali Pers, 2006), 13 
20

 Burhan bungin, Analisa Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers, 2012) 

53. 



Menurut sugiyono dalam penelitian kualitatif teknik sampling 

yang lebih sering digunakan adalah purposive sampling dan snowball 

sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel 

sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut 

paling tahu apa yang kita harapkan. Snowball sampling adalah teknik 

pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya 

sedikit, lama-lama menjadi besar.
21

 Sementara itu menurut burhan 

bungin dalam prosedur sampling yang paling penting adalah 

bagaimana menentukan informasi kunci (key informan) atau situasi 

social tertentu yang menjadi syarat informasi. Memilih sampel, dalam 

hal ini  informan kunci atau situasi social lebih tepat dilakukan 

dengan sengaja atau bertujuan, yakni dengan purposive sampling.
22

 

Penelitian ini menggunakan purposive sampling. Karena peneliti 

merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang 

akan diteliti oleh peneliti. Penggunaan purposive sampling dalam 

penelitian ini yaitu bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana 

Implementasi Peran dan fungsi Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) 

di Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk 

I. Sistematika Penulisan  

BABl I  : PENDAHULUANl  

Babl ini berisil latar belakangl masalah, perumusanl masalah, 

Fokusl penelitian, Tujuanl Penelitian, manfaatl penelitian, Penelitianl 

terdahulu yangl relevan, kerangkal berpikir, Metodel Penelitian, 

sistematikal pembahasan. 

BAB II  : GAMBARANl UMUM LOKASIl PENELITIAN 
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Babl ini membahas mengenail sejarah Desal Tanjung Anom, 

kondisil geografis danl demografis, datal sarana prasaranal keagamaan 

dil Desa Tanjungl lAnom.  

BAB III  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai teori Negara hukum, yang meliputi 

pengertian Negara hukum, unsur-unsur Negara hukum, dan prinsip-

prinsip Negara hukum. Teori implementasi peraturan yang meliputi 

pengertian implementasi peraturan dan faktor penghambat implementasi 

peraturan. Kepemimpinanl dalam siyasahl dusturiyahl yang meliputi 

pengertianl kepemimpinan dalaml siyasah ldusturiyah, tugas-tugas 

pemimpin, kewajiban mengangkat pemimpin, syarat-syarat pemimpin 

dan metode mengangkat pemimpin.  

BABl IV : HASILl PENELITIAN DANl PEMBAHASAN  

Babl ini menjelaskanl mengenai hasill penelitian besertal 

pembahasannya yangl meliputi, Alasanl Ketua RTl tidak melaksanakanl 

tugas pokokl fungsinya sesuail Pasal 7l Peraturan Menteril Dalam 

Negeril Nomor 18l Tahun 2018l tentang Lembagal Kemasyarakatan 

Desal dan Lembagal Adat lDesa,dan lfaktor-faktor yangl menyebabkan 

Ketual RT tidakl melaksanakan tugasl pokok fungsinyal sesuai Pasall 7 

Peraturanl Menteri Dalaml Negeri Nomorl 18 Tahunl 2018 tentangl 

Lembaga Kemasyarakatanl Desa danl Lembaga Adatl Desa, dil Desa 

Tanjungl Anom, Kecamatanl Mauk, Kabupatenl Tangerang 

BAB V  : PENUTUP  

Bab ini berisi kesimpulan dan saran 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


